BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia dalam semua sisi telah membawa manusia
memasuki masa di saat manfaat dan mara bahaya saling bertumpang tindih dan
membaur dalam sebuah tatanan masyarakat. Dalam sendi perekonomian,
misalnya, tuntutan untuk mengembangkan bisnis atau usaha dengan permodalan
dari hutang piutang menjadi sebuah kenyataan yang hampir tidak bisa terelakkan.
Satu sisi, keberadaan hutang piutang dapat menjadi motor penggerak
perekonomian yang bermanfaat, namun di sisi lain, hutang piutang masih

menyisakan sebuah permasalahan mengenai hukum riba yang rentan dilanggar.

Problem ini didasarkan pada sebuah realita bahwa bank, sebagai salah satu
lembaga keuangan modern, menerapkan sistem bunga dalam transaksi hutang
piutang. Salah satu peran bank sebagai lembaga keuangan memberikan pinjaman
(kredit) dan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang®, dan menjadi salah satu
tema sentral dalam pembahasan ini. Bank menjalankan sistem bunga dalam usaha

pokoknya tersebut.

Sistem bunga dalam hutang piutang, atau disebut juga “bunga bank” atau
“bunga uang”, diartikan sebagai keuntungan yang diambil oleh pihak bank dari
meminjamkan uang; rente.? Jadi secara sederhana, bunga hutang piutang dapat
dipahami sebagai suatu kompensasi berupa tambahan pembayaran yang

dibebankan oleh bank kepada orang yang meminjam uang.

! Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 134.
2 -
Ibid., 236.



Keberadaan bunga dalam hutang piutang inilah yang membuat beberapa
kalangan mempertanyakan legal-formalnya, terlebih dengan sistem riba yang telah
ditegaskan keharamannya di dalam hukum Islam. Beberapa kalangan menanggapi
keberadaan bunga hutang piutang ini dengan beragam analisis dan pendekatan
yang berbeda, baik tanggapan berupa pendapat yang mewakili pribadi maupun

pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu.

Sebagai bagian dari pemikiran Hukum Islam, fatwa menjadi salah satu hal
yang menarik.? Fatwa telah menjadi semacam oase penentu bagi permasalahan
kekinian yang ingin ditegaskan legalitasnya. Di Indonesia, terdapat beberapa
organisasi yang secara konsisten memberikan fatwa-fatwa kekinian, di antaranya

adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Baik MUI maupun NU, pernah mengeluarkan fatwa mengenai bunga hutang
piutang. Fatwa MUI terkait dengan bunga bank, atau dalam istilah yang
digunakan MUI adalah “bunga, interset, faidah”, termaktub dalam kumpulan

putusan MUI No.1 Tahun 2004 tertanggal 24 Januari 2004°,

Secara ringkas muatan fatwa tersebut berisi 2 hal. Pertama, bahwa praktik
pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman
Rasulullah SAW yakni Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktik pembungaan
uang termasuk salah satu bentuk riba, dan hukumnya haram. Kedua, praktik

pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank,

% Keberadaan fatwa merupakan bagian dari ragam pemikiran hukum Islam. Menurut Atho’
Mudzor, Pemikiran Hukum Islam ada 4 jenis yaitu fikih, Qanun, keputusan peradilan, dan fatwa
ulama. Masing-masing dari produk pemikiran Hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.
M. Atho’ Mudzhar, “Figh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Buddhy Munawar Rachman
(ed), Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sejarah (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994),
369-270.

* Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), 436.



Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya

maupun dilakukan oleh individu.

Dengan mengajukan beberapa argumentasi, MUI sampai pada sebuah
kesimpulan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi dalam bank sudah dapat

dikatagorikan sebagai riba, dan hukum riba adalah haram.

Sementara NU mengeluarkan fatwa pada materi yang sama melalui
Muktamar NU ke-14 di Magelang 1 Juli 1939 M mengenai permasalahan praktik
peminjaman uang dari Koperasi®. Isi utama dari keputusan fatwa ini adalah

sebagai berikut:

Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga
(rente) dan janjinya itu di dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada
ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) para
ulama. Karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, tetapi
kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh
dengan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kalau dengan perjanjian
dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan,
walaupun tidak dijanjikan, mka hukumnya ada 2 pendapat yaitu haram, dan
yang kedua boleh®

Poin utama dalam fatwa tersebut memberikan sebuah gambaran awal bahwa
munculnya riba yang diharamkan oleh hukum Islam terkait dua hal, yaitu adanya
keuntungan yang timbul dari perbuatan hutang piutang, serta adanya akad, di

mana perjanjian mengenai pembayaran keuntungan tersebut disepakati.

Berselang 48 tahun kemudian, fatwa NU di atas kemudian diperkuat kembali

dengan putusan komisi fatwa NU mengenai keberadaan “Koperasi Simpan

® Tim Lajnah Ta’lif wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika Aktual
Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010),
(Surabaya: Khalista, 2011), 242.

® Al-Bakri Muhammad Shata al-Dimyati, I’anat al-Talibin Jilid 111, (Beirut: Dar al-Fikr,
1418H/1997M), 64-66



Pinjam” dalam putusan Munas Alim Ulama di Cilacap, 15-18 November 1987’
Fatwa tersebut berisikan bahwa uang administrasi yang dipungut kepada orang
yang meminjam uang hanyalah istilah lain dari bunga. Oleh karena itu, tanpa
memperhatikan mengenai posisi Syarat pemberian uang administrasi sudah
berlangsung, sebelum atau sesudah akad, dan tanpa melakukan Klarifikasi
mengenai bentuk perjanjian tersebut melalui ucapan atau tulisan, maka pungutan

uang administrasi tersebut dapat dimaksudkan dalam makna hadis Nabi,
P L) seddasia Da (=8 (S

“Semua peminjaman yang dapat menyebabkan adanya suatu manfaat, maka
hukumnya riba”.

Baik dalam keputusan fatwa MUI maupun NU keberadaan bunga bank selalu
menjadi objek utama atas ketidakabsahan melakukan tindakan hukum berupa
“pinjam-meminjam” uang yang terdapat unsur penambahan jumlah piutang akibat

tempo pembayaran hutang yang telah disepakati.

Meski keberadaan fatwa patut mendapatkan apresiasi, karena turut menjadi
bagian dari dinamika pemikiran Hukum Islam dalam merespons realita
masyarakat (ekonomi) yang berkembang, fatwa tidak akan terbebas dari kritik
konstruktif. Fatwa yang sudah dihasilkan perlu ditelaah kembali oleh para pakar
hukum Islam guna memberikan analisis yang mendalam mengenai materi esensi

fatwa dan tingkat probabilitasnya untuk berubah.

Perubahan fatwa ini tentu berangkat dari eksistensi fatwa sendiri yang

merupakan produk hukum untuk merespons realita, dan realita tidaklah tunggal.

" Ibid., 436
8 Al-Baihaqy, al-Sunan al-Baihaqy, Juz 5, 349



Realita seringkali menampilkan wajah yang tidak seragam, variasi yang berlainan,
serta unsur-unsur khas yang melekat pada sebuah realitas. Oleh karena itulah,
termasuk tentang realitas yang berkembang dan berubah, tingkat probabilitas

fatwa juga sangat tinggi untuk berubah.

Selain itu, penelitian untuk mengurai instrumen perubahan fatwa juga sangat
penting dilakukan. Hal ini untuk menjelaskan bahwa perubahan fatwa bukan saja
dipandang perlu, namun terkadang harus dilakukan apabila instrumen perubahan

fatwa telah ditemukan dalam kajian mengenai fatwa hutang piutang.

Dengan demikian, urgensitas pembahasan fatwa bunga hutang piutang yang
menjadi materi fatwa dalam fatwa MUI MUI No.1 Tahun 2004 dan fatwa NU di
Magelang 1 Juli 1939 M perlu diteliti mengenai karakter fleksibilitas fatwanya
dan instrumen perubahan fatwa sehingga eksistensi fatwa bukan hanya sekedar
respons atas realita semata, namun juga menjadi fatwa “organik” yang senantiasa

berkembang, memperbarui diri dan tetap menjadi solusi problematika masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian ini, maka

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa hutang piutang MUI dan NU?

2. Bagaimana instrumen perubahan fatwa menurut Yusuf al-Qaradawi?

3. Bagaimana analisis instrumen perubahan fatwa Yusuf al-Qaradawi

diterapkan dalam fatwa hutang piutang MUI dan NU?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui materi fatwa dan argumentasi yang digunakan oleh MUI dan

NU mengenai bunga hutang piutang.

2. Mengetahui pandangan Yusuf Qaradawi mengenai instrumen perubahan

fatwa.

3. Menemukan instrumen perubahan fatwa Yusuf al-Qaradawi pada fatwa

MUI dan NU terkait bunga hutang piutang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, di antaranya sebagai

berikut:

1. Memberikan pemahaman yang luas dari berbagai sudut pandang Hukum

Islam terhadap persoalan hutang piutang.

2. Memberikan kontribusi dalam menjelaskan aspek normatif, teoritis

maupun empiris mengenai bunga hutang piutang.

3. Menawarkan gagasan yang lebih riil dan argumentatif di tengah

perdebatan masalah bunga hutang piutang.



E. Penelitian Terdahulu

Penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu menemukan bahwa
beberapa peneliti berusaha menyajikan materi bunga bank dalam pandangan tokoh
(secara individu), kendati masih terdapat pula penelitian yang menjadikan Fatwa
MUI atau pun Fatwa NU terkait bunga sebagai objek kajian. Di antaranya adalah
Siti Nuraisyah Rahmawati, Fatwa MUI Tentang Bunga Bank : Tinjauan Sosiologi
Hukum Islam (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006). Pada penelitian
ini, analisis sosiologi hukum sangat berperan penting dalam pembacaan terhadap
fatwa. MUI.

Selain itu, beberapa peneliti menitikberatkan kajian pada efektivitas Fatwa
MUI, misalnya Bayu Kurniawan, Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum
Dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Skripsi—UIN Maulana
Malik Ibrahim, Malang, 2010), Irfani Fitri Azizah, Hubungan Kedisiplinan
Beragama Masyarakat Kauman Surakarta Dengan Sikap Terhadap Fatwa MUI
Tentang Kaharaman Bunga (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005),
Heppy Listiowati, Analisis Kinerja Keuangan Bank Muamalah Indoensia (BMI)
Dan Bank Syariah Mandiri (BSM) Sebelum Dan Sesudah Fatwa MUI Tentang
Pengharaman Bunga Bank Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Terdapat pula Edi Fairuzzabadi, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Sebelum
dan Setelah Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga
(Tesis-- Universitas Gadjah Mada, 2007), Wahsi Prasodjo, Dampak Pengumuman
Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Terhadap Kegiatan Perdagangan Saham
Perbankan Dan Manufaktur :: Event Study Pada Bursa Efek Jakarta (Tesis--

Universitas Gadjah Mada, 2006), dan penelitian sejenis yang menelisik efektifitas



Fatwa MUI terkait keharaman bunga bank, baik efektifitas dari sudut perbedaan
geliat perekonomian sebelum dan sesudah Fatwa MUI terbit, maupun dari sudut
sikap masyarakat muslim, seperti penelitian Ratna Endah Hidayati berupa Fatwa
MUI Tentang Keharaman Bunga Bank Dalam Pandangan Mahasiswa Syariah
(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Sementara itu, kajian terhadap fatwa NU mengenai bunga pernah diulas oleh
Erlina Nur Nafi‘ah, Pandangan NU Terhadap Bunga Bank: Studi Komparatif Di
PT BPR Nusumma Ceper (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), dan
Rizal Bin Jami‘an, Bunga Bank (studi Komparasi Antara Pendapat Nahdlatul
Ulama Dan Muhammadiyah) (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).
Kendati sudah mulai mengelaborasi argumentasi NU, namun kedua penelitian
masih mencukupkan kajian pada penjabaran dan penguraian argumentasi yang
dibangun NU.

Sementara dalam penelitian ini, Fatwa MUI-NU terkait bunga bank dilihat
dan dianalisis dengan menggunakan konsep instrumen perubahan fatwa Yusuf al-
Qardawy yang belum pernah digunakan dalam objek yang sama. Hal ini
setidaknya membawa perbedaan pada dua hal, pertama pada sisi orientasi analisis
kajian, kedua dalam hal kritik konstruktif yang menempatkan fatwa bukan sebagai
monumen yang mati, namun sebagai produk pemikiran organis yang bersanding
dengan realitas, sebuah prinsip dasar dari fatwa yang meniscayakan kemampuan
diri berubah secara adaptif bergantung instrumen yang menuntut fatwa untuk

berubah.



F. Metode Penelitian.

Dalam sebuah penelitian, ada tiga hal yang sangat fundamental yang harus
dipertimbangkan, yaitu permasalahan yang dihadapi, bentuk dan sumber
informasi yang digunakan serta bagaimana memahami serta menganalisis
informasi dan merangkainya menjadi penjelasan yang utuh untuk menjawab

persoalan yang diteliti.

Persoalan yang diteliti adalah esensi terhadap fatwa MUI-NU mengenai
bunga dalam hutang piutang. Argumentasi yang dipaparkan dalam fatwa tersebut

dianalisis dengan instrumen perubahan fatwa yang digagas Yusuf Qardawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menempatkan
riset pustaka (liberary research) sebagai eksplorasi sumber datanya. Jenis
penelitian kualitatif ini digunakan dalam rangka memahami aspek “dalam” yang
tidak dapat diakses oleh instrumen survey anonim.” Sejalan dengan jenis
penelitian kualitatif, untuk melihat realitas dalam penelitian ini adalah
menggunakan paradigma®™ kritis yang menempatkan realitas bukanlah sesuatu

yang sudah ada dan tinggal mengambil begitu saja.

Dalam penelitian kualitatif, strategi pengumpulan data dapat dipilah menjadi
dua cara pokok yaitu metode non-interaktif dan interaktif. Metode non-interaktif

mencangkup dokumentasi, sedang metode interaktif meliputi wawancara dan

Ben Agger, Teori Sosial Kritis: Kritik, penerapan dan Implikasinya, terj. Nurhadi (Yogjakarta:
Kreasi Wacana, 2003), 358.

paradigma dalam penelitian menjadi penting dikarenakan paradigma merupakan cara dalam
“mendekati” obyek kajian atau persoalan (The subject matter of particular discipline). Orientasi
atau pendekatan umum (general orientations) ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun
dalam kaitan dengan bagaimana “realita” dilihat untuk kemudian dianalisa.
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pengamatan peran serta.™* Penelitian ini menggunkan metode non-interaktif yang
diwujudkan melalui hasil riset pustaka terhadap dokumentasi,** dengan
mempelajari teks asli kedua fatwa MUI-NU tersebut serta mendokumentasikan
segenap data yang berkaitan dengan fatwa, baik argumentasi yang dibangun di

dalam fatwa maupun bukti teks lain yang berkaitan dengan fatwa tersebut.

Karena itu, pada penelusuran data metode non-interaktif, buku-buku atau
kitab-kitab fikih maupun tafsir yang mengurai tentang riba, serta literatur yang
berkaitan dengan bunga bank dan riba, sangat membantu dalam pengumpulan

data.

Dari sini peneliti kemudian menggunakan metode analisis interaktif yang
dimaksudkan sebagai analisis dilakukan secara simultan dan terus menerus sejak
pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu
tertentu melalui proses data reduction, data display dan conclution:

drawing/verifying"® dengan langkah operasional sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction). Dalam proses ini peneliti akan merangkum,
memilih hal-hal yang pokok dari data yang sementara diperoleh untuk kemudian
dicari tema atau kategorisasi. Dengan proses ini, didapatkan gambaran yang lebih
jelas untuk menentukan langkah pengumpulan data selanjutnya bahkan sampai

menentukan cara mengumpulkannya.'*

1 H.B. Sutopo, Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian, Universitas sebelas
Maret, No 1 Tahun 1V (1988),19.

12 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kulitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu
Sosial Lainnnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 183.

3 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi
Rohidi (Jakarta: Ul Press, 1992), 20. Lihat juga: Sugiyono, Memahami Metode Penelitian
Kualitatif (Bandung: Alphabeta, 2005), 91-93.

4 Sugiyono, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, 92.
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2. Penyajian Data (data display). Data penelitian yang sudah direduksi,
dinarasikan dalam bentuk teks.'> Pada saat display data ini pun peneliti
melakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang telah siap untuk diuji

kebenarannya dengan tetap mengacu pada kerangka teori yang telah disusun.*®

3. Penarikan Kesimpulan (conclution: drawing/verifying). Setelah data
dinarasikan dalam bentuk teks, maka berikutnya ditempuh langkah
“penyimpulan” yang bersifat sementara. Sebab dari kesimpulan sementara ini
ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dengan mengumpulkan data yang kurang,
reduksi, display dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini berlangsung secara
berurutan, berulang-ulang, terus menerus sampai penelitian ini sampai mendekati

tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Setelah dirasa hasil penelitian telah akurat, barulah disusun sebuah teks

naratif dari keseluruhan hasil penelitian.
G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibuka dengan bab pertama berupa pendahuluan
untuk mengantarkan menuju argumentasi, cakupan dan perihal mekanisme
penelitian. Penjelasan mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian beserta
metode dalam penelitian diulas di bab ini sebagai langkah awal dan ringkas dalam

melihat langkah yang ditempuh dan dibahas dalam penelitian.

15 1hi

Ibid.
16 Ahmad Syafi’l Mufid, “Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama,” dalam Menuju Peneltian
Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial, ed. Affandi Muhtar (Cirebon: Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Gunung Jati, 1996), 107.
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Bab kedua mendeskripsikan landasan teorisasi dan konseptual fleksibilitas
fatwa. Pada tataran ini, konsep fatwa secara umum diulas dan dilengkapi dengan
paparan detail instrumen perubahan fatwa yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawy.
Deskripsi ini disusun sebagai langkah awal guna memudahkan penelitian
selanjutnya. Biografi ringkas mengenai tokoh ini, berikut rekam jejak

intelektualnya turut dipaparkan dalam bab ini.

Pada bab ketiga, muatan fatwa mengenai bunga hutang piutang yang
dikeluarkan oleh MUI dan NU dideskripsikan dengan jelas beserta argumentasi
yang dibangun di dalamnya. Biografi lembaga turut serta diulas beserta

metodenya dalam penetapan fatwa.

Data dari hasil pengolahan dokumentasi berupa fatwa MUI-NU mengenai
bunga dalam hutang piutang dianalisis dengan komprehensif di bab keempat. Pada
bab ini, data penelitian dianalisis dengan metode yang telah dikemukakan pada

bab pertama.

Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, berupa

sintesa dari data dan analisisnya serta saran-saran.



